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TKD Batal Dipangkas

Selaras Dengan Asplra5| Pemda

SENAYAN menyambut baik
rencana Menteri Keuangan
(Menkeu) Purhaya Yuudhi Sadewa
meninjau ulang pemangkasan
dana Transfer Ke Daerah (TKD)
dalam Rancangan Angparan
Pendapatan dan Belanja Negara
(APEN) 2026

Angpota Komisi XI DPR
Muhammad Kholid menilai.
keputusan Menkeu selaras
dengan aspirasi Pemerintah
[1aerah (Pemda) serta kebutuban
masyarakal di dagrah. Sebab.
daerah adalah ujung tombak
pelayanan publik.

‘Dengan TKD yang utuh, bah
kanmeningkat, maka pelayanan
pendidikan, kesehatan, infra
struktur dan layanan dasar dapat
betjalan ehihbatk." kata Kholid
dalam keterangannya, Minggu
(1409/2025).

Diketahui, anggaran TKD
pada RAPBN 2026 dipangkas ke
Rp 650 tifiun dari sebelumnya
di APBN 20023 tercatat sehesar
Rp 864 wriliun,

Purbaya pun berencana me
longgarkan dana TKD dalam

RAPBN 2026 yang sebelum

nya dipangkas mencapai 248 | R

PETSEN.

*(TKD] dilonggarkan dan |

ditinghatkan," ujar Purbaya di

Hmel Bidakara, Jakana, Kamis

(11/9/2024).

Menurut Purbaya. hal ini
dilakukan untuk meredam kere-
sahan sejumlah Pemerintah
Dagrah (Pemda) yang sempat
memutuskan menaikkan taif
pajak daerah. Sepert, kenai
kan pajak bumi dan hangu
nan perkotaan dan perdesaan

(PB-P2) akibat hondisi fiskal S 4

yang cekak.

Dia membeberkan adanya
dinamika besar dalam alokasi
TKD di heberapa tahun terakbi.
Pada 2024, pagu TKD tercatat
sekitar Rp 857 6 triliun, mening-
kat menjadi Rp 9199 triliun
pada 2025.

Namun, dalam rancangan
awal RAPEN 2026 sempat
diusulkan hanya Rp 50 triliun,
atau turun bampir 30 persen
dibanding tahun sebelumnya

“Penurunan tajam it jelas

Muhammad Kholid

berpatensi menekan kapasitas
fiskal dacrah," kritik Kholid.

Karena iru, kata Khelid. ren-
cana Purhaya membatalkan
pemangkasan TKD adalah lang
kah tepat demi menjaga kesi
nambungan pelayanan publik
i darah,

Kholid mengingatkan, transfer
ke daerab tidak boleh dipandang

sehagai bieban APEN, melainkan
sehapai instrumen pemerataan
pembangunan dan penguatan
basis ekanomi nasional,

“Bila daerah tumbuh, Indo
nesia akan tumbub bersama,”
kata Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPP PRSinl.

Selainiru, Kholid menekankan
perlunya desain transfer yang
[ebily adi] dan berbasis kebu

B iuhan Daeczh dengan tingkat

kemiskinan tinggi, ketimpangan
infrastruktur, serta kebutuhan
khusus di sektor pendidikan dan
esehatan harus menjadi priori
tas dalam alokasi TKD.

*Kami mendorong agar TKD
20126 tidak hanya uruh, tidak
dipangkas tetapi jupa tepat sa
saran dan berkeadilan,” tandas
Khalid.

Anggota Komisi XI DPR
Muhidin Mohamad Said menam
bahkan, belum ada keputusan
tesmi dari Menkeu untuk mem
batalkan pemangkasan TKD
dalam APEN 2026. Keputusan
tesminya baru akan ditetapkan
di Komisi XI DR pada Senin

(13/9/2025).

"Bielum ada (keputusan pem-
hatalan TKD). Malah mung
kin ada penambahan dana
ke daerah,” kata Muhidin da
lam keterangannya, Minggu
(149/2023).

Muhidin meluruskan, sejak
awal tidak ada istlsh namanya
pemanghasan TKD. Sebab, ma
sihada dana mengalir dari pusat
e daerah. namun bukan dalam
heniuk obyek pendapatan dae
rah tapi dalam beniuk Instruksi
Presiden (Inpres).

*Jadi masih ada pembangunan
infrastruktur jalan, bendungan
dan jembatan yang dirasakan
dampaknya langsung oleh ma
syarakat," kata politikus Golkar
ini.

Terkait banyaknya kepala dae
rah menaikkan pajak bumi dan
bangunan perkotaan dan perde
saan (PBB-F2) karena TKD
herkurang, Mubidin tidak men
getahui secara pasti. Namun,
selama ini memang PBEB sudah
Lama tidak naik dan itu kebijakan
masing-masing daerah.a T
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